ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah menimbulkan suatu pemikiran baru, salah satunya
yang berkaitan dengan proses pembuktian hukum acara pidana, yang dimana suatu
kemajuan teknologi yaitu kamera CCTV atau closed circuit television menjadi salah
satu barang bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian suatu peristiwa yang
diduga peristiwa pidana, sedangkan peraturan hukum acara pidana atau KUHAP
tidak mengatur adanya kemajuan teknologi salah satunya kamera CCTV
tersebut.Namun seiring munculnya suatu barang bukti tersebut menjadisebuah
dilemma tersendiri bagi pihak pengadilan. Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya
undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dalam
suatu pasal menjelasakan bahwa informasi trankasi elektronik sah menjad alat bukti
namun tidak menerangkan secara jelas apasaja yang menja dialat bukti Informasi
Transaksi Elektronik tersebut.
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ABSTRACT

Technological progress has led to a new thinking, one of which is blessed
with the process of proving the criminal procedural law in which a technological
advancement of CCTV cameras or closed circuit television into one of the evidences
that can be used in proving an event suspected criminal events, while the rule of law
criminal event or Criminal Procedure Code does not regulate any technological
advances of one of these CCTV camerasBut as the emergence of such evidence
becomes a separate dilemma for the court. And this is reinforced by the law No. 11 of
2008 on electronic transaction information. In a clause explaining that electronic
tranking information is legitimate to be evidence but does not clearly explain what
the evidence of such Electronic Transaction Information
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Pembuktian merupakan tahap paling menetukan dalam pemeriksaan
perkara pidana guna membuat atau menyusun surat dakwaan yang akan diajukan oleh
jaksa penuntut umum. dalam hal pembuktian perkara pidana terdapat ketentuan
tentang pembuktian yang terdapat pada pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat
bukti tersebut ada lima, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, suarta, petunjuk dan
keterangan terdakwa. Namun seiring dengan berkembangnya jaman yang semakin
modern telah mengaplikasikan suatu penemuan baru, yaitu tentang teknologi yang
sangat berkembang salah satunya adalah Closed Circuit Televison atau CCTV, dan
sering kita lihat bahwasanya kamrea CCTV tersebut sering digunakan atau
dimunculkan dalam suatu persidangan. Namun tidak menjadi jelas kedudukan closed
circuit television tersebut dalam pembuktian persidangan. Terkait dengan hal itu
menjadikan alat bukti yang di KUHAP menjadi limitif atau sempit.

Adanya Undang-Undang baru Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
transaksi Elektronik, menjadikan alat bukti yang di KUHAP menjadi sempit atau
limitif, karena adanya pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 11 tahun
2008 dalam pasal 5 dan pasal 44 menyebutkan bahwasanya informasi transaksi
elektronik mauapun cetakkanya sah sebagai alat bukti yang tercantum pada undang-
undang tersebut. Hal ini memunculkan suatu pradigma baru. Apakah Closed Circuit

Televison tersebut sah menjadi alat bukti atau hanya menjadi pendukung alat bukti.

Dalam hal tersebut yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
ITE berbunyi sebagai berikut :
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikdan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti

yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia



3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 44 undang-undang ITE Juga menyatakan alat bukti penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
dan
b. alat bukti lain berupa nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal langka 1 dan angka 4 serta Pasal 5
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) .

Dalam undang-undang tersebut sudah jelas jika informasi transaksi
elektronik maupun cetakkanya sah sebagai alat bukti yang terdapat pada pasal
tersebut, Bila mana pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 44 undang-undnag informasi
transkasi elektronik jika dikaitan dengan kasus pencurian yang tertangkap oleh
kamera Closed Circuit Televison dengan putusan No 11/pid.b/2015/PN.SKY
bagaimana kekuatan hukum Closed circuit television dalam pembuktian perkara
pidana tersebut dan bagaimana keberadaan closed circuit television tersebut dalam
pembutian perkara pidana.

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh dan sasaran yang jelas
serta tepat sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan
penelitian sebagai berikut untuk mengetahui kekuatan hukum Clossed Circuit
Televesion (CCTV) dalam perkara pidana .Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai secara teoritis dapat menambah wacana dan



pengetahuan hukum dalam bidang hukum acara pidana dalam kaitannya dengan
penggunaan CCTV dalam pembuktian perkara pidana. Secara praktis, selain dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta referensi
dalam ilmu hukum, juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pihak

yang memerlukannya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah (status approach,
conteptual approach, case approach). Jenis penelitian yuridis normative,
menggunakan sumber data yang meliputi sumber data primer yaitu (undang-undang
nomer 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 dan Putusan Nomer
11/PID.B/2015/PN.SKY ) dan sumber data sekunder. Cara mengumpulkan
pengumpulan data yaitu memakai metode documenter dan cara menganalisis
menggunakan metode analisis data induktif dan deduktif.

Pembahasan dalam skripsi ini tentang putusan suatu kasus nomor
11/pid/b/2015/P.N.SKY yang di dalam kasus tersebut menjelaskan tentang pencurian
yang tertangkap oleh kamera CCTV, yang dimana dalam dalam putusan tersebut
Closed Circuit Televison termasuk dalam barang bukti pencurian tersebut.

Dan dalam pembahasan penyusunan ini membahasa bagaimana kekuatan hukum
closed circuit television dalam pembuktian perkara pidana. Dalam pembuktian
perkara pidana terdapat 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk dan keterangan terdakwa. Dikaitan dengan kemajuan teknologi yang
berkembang saat ini menimbulkan suatu dilemma baru bagi para penegak hukum,

khususnya yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dengan halnya tersebut



apakah cctv tersebut bisa menjadi suatu alat bukti ? dilihat dengan adanya Undang-
Undang Nomer 11 Than 2008 tentangt informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 5
dan pasal 44 menyebutkan bahwa infromasi Transksi elektronik maupun cetakaknya
sah sebagai alat bukti. Dan dapat dilihat dari perkembangan jaman bahwasanya
Closed Circuit Television Dapat di katakana sebagai alat bukti Elektronik maupun
ITE

Namun hal ini berlaku pada kasus atau perkara Khusus yang menangani tentang
kejatahan Elektronik, tidak berlaku pada delik umum yang mengandunh asas Lex
specialis derogate legi generalis yang artinya undang-undnag yang khusus lebih di
utamakan dari undang-undang yang umum. jadi dengan adanya asas tersebut CCTV
dalam pembuktian perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti, dan menjadi barang bukti dalam pembuktian perkara pidana (delik umum)

Dalam hal kasus di luar delik umum vyaitu delik khusus yang mengatur tentang
kejahatan elektronik tersebut alat bukti informasi transaksi elektronik sah menjadi
alat bukti dalam misalnya dalam Undang-Undang informasi transaksi elektronik
menyebutkan bahwa informasi traknsaksi elektronik maupun cetakkannya sah
sebagai alat bukti salah satunya kamera Closed Circuit Televison

Namun hal tersebut tidak berlaku dalam delik umum yang mana semua aturan
tentang pembuktian dalam persidangan menganut pada Undang-Undang nomer 8
tahun 1981 tentang Hukum acara pidana. Yang mana menyebutkan pada pasal 184

ayat 1 bahwasnya alat bukti terdiri dari lima alat bukti yaitu : keterangan saksi,



keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Tidak ada perubahan dalam
alat bukti yang tercantum dalam pasal tersebut.

Jadi, penyusun sependapat pada putusan tersebut, putusan nomer
11/pid.b/2015/pn.sky bahwasanya keberadaan kamera closed circuit televiosn dalam
pembuktian perkara pencurian tersebut sebagai alat bukti untuk mendukung suatu
keyakinan hakim untuk mengambil suatu keputusan.

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan
pembahasan serta uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
keberadaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian perkara pidana
pada Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN/SKY adalah  sebagai barang bukti yang
dapat memperkuat atau mendukung alat bukti yang lain sehingga dapat menambah
keyakinan hakim dalam mengambil atau menjatuhkan putusan.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas dapat diberikan saran, bahwa dalam
pembuktian perkara pidana yang menggunakan kamera CCTV, diupayakan
terhitung sejak adanya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga barang
bukti tersebut bisa diyakini dugaan kejahatan tersebut harus diamankan terlebih

dahulu agar tidak disalahgunakan suatu validitasnya.



